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Abstrak: Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan dokumen penting yang wajib dimiliki 

oleh pengguna kendaraan bermotor. Surat Izin Mengemudi (SIM) memiliki masa berlaku 

selama 5 tahun dan setelah harus dilakukan perpanjangan. Oleh karena itu, pelayanan 

public SIM akan menjadi kebutuhan yang terus diperlukan oleh Masyarakat. Pelayanan 

Publik Surat Izin Mengemudi identik dengan pelayanan yang berbelit dan prosedur yang 

panjang. Kota Surabaya sebagai kota dengan jumlah kendaraan bermotor tertinggi di Jawa 

Timur perlu untuk menghadirkan pelayanan publik SIM yang prima kepada masyarakatnya. 

Aplikasi digital korlantas hadir sebagai inovasi pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM). 

Saat ini aplikasi digital korlantas hanya dapat digunakan sebagai aplikasi layanan 

perpanjangan SIM. SATPAS Colombo sebagai lokasi pelayanan SIM di Kota Surabaya 

sebagai  salah  satu lokasi yang ditunjuk untuk melaksanakan pelayanan berbasis aplikasi 

digital korlantas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola agile dalam 

pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi di satpas colombo kota surabaya. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data 

didapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, Hasil penelitian menunjukan 

bahwa pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi (SIM) di SATPAS Colombo Kota 

Surabaya dapat dikatakan agility. Meskipun masih terdapat kendala seperti waktu 

pelayanan yang membutuhkan waktu tambahan dan kebijakan sumber daya manusia yang 

masih kurang.  

Abstract:  A driver's license (SIM) is an important document that must be possessed by 

motor vehicle users. A driver's license (SIM) is valid for 5 years and must be renewed after 

that. Therefore, public driver's license services will continue to be needed by the 

community. Public driver's license services are synonymous with complicated services and 

lengthy procedures. Surabaya, as the city with the highest number of motor vehicles in East 

Java, needs to provide excellent public services for driver's licenses to its citizens. The 

Korlantas digital application is an innovation in driver's license services. Currently, the 

Korlantas digital application can only be used as a service application for driver's license 

renewals. SATPAS Colombo, as a driver's license service location in Surabaya, is one of 

the locations designated to implement services based on the Korlantas digital application. 

This study aims to determine the agile management in the driver's license renewal service 

at SATPAS Colombo in Surabaya. The method used in this study is descriptive qualitative. 

Data collection techniques were obtained through interviews, observations, and 

documentation. The results of the study show that the driver's license (SIM) renewal service 

at SATPAS Colombo in Surabaya City can be considered agile. However, there are still 

obstacles such as service time that requires additional time and human resource policies 

that are still lacking. 
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PENDAHULUAN  

Pelayanan publik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan barang, 

jasa, dan dukungan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Menurut 

(Paulani & Handayani, 2024) masyarakat berhak atas layanan yang memenuhi kebutuhan dan harapan 

mereka. Dengan demikian, masyarakat tentu menginginkan sistem pemerintahan yang unggul dan ideal. 

Menurut (Ayunda et al., 2021), istilah "tata kelola yang baik" mengacu pada proses pelaksanaan dan 

pencapaian keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan bersama, dalam hal ini terkait dengan 

pelaksanaan pemerintahan yang efisien, bersih, ramah, dan sempurna. Transformasi sistem pelayanan 

publik tradisional menjadi sistem berbasis elektronik merupakan salah satu tindakan yang telah dilakukan 

pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan. 

Salah satu pelayanan publik yang penting dan menjadi kebutuhan masyarakat adalah pelayanan Surat 

Izin Mengemudi (SIM). Menurut (Cahyani et al., 2021) surat izin mengemudi (SIM) adalah dokumen 

resmi yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai bukti bahwa seseorang 

telah memenuhi standar administrasi, kesehatan fisik dan mental, memahami peraturan lalu lintas, serta 

mampu mengoperasikan kendaraan. Menurut Undang-Undang Pasal 77 Ayat 1 No. 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengguna kendaraan bermotor diwajibkan memiliki SIM sesuai 

dengan jenis kendaraan yang dikendarai. Selain itu, pengemudi dianggap telah memenuhi kualifikasi dan 

memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan lalu lintas dengan memiliki Surat Izin Mengemudi 

(SIM). 

Menurut data Badan Pusat Statistik terkait jumlah kendaraan menurut provinsi dan jenis kendaraan, 

provinsi Indonesia dengan jumlah kendaraan terbanyak adalah Jawa Timur dengan total sebanyak 

24.023.666 unit. Penyebaran jumlah kendaraan dari berbagai kota dan kabupaten di Jawa Timur 

berkontribusi pada tingginya populasi mobil di wilayah tersebut. Setiap daerah memiliki fitur dan 

kebutuhan transportasi yang unik. Jika dibandingkan dengan kota dan kabupaten lain di Jawa Timur, 

Surabaya memiliki salah satu jumlah kendaraan bermotor terbanyak. Pada tahun 2024, Surabaya memiliki 

3.806.238 kendaraan bermotor. Ini adalah jumlah mobil terbanyak di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. 
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Gambar. 1 Kabupaten/Kota dengan Jumlah Kendaraan Tertinggi di Jawa Timur 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2024 

Berdasarkan Gambar 1, Kota Surabaya merupakan wilayah dengan jumlah kendaraan bermotor 

tertinggi di Provinsi Jawa Timur, yaitu sebesar 3.806.238 unit. Dengan total 1.702.208 kendaraan, 

Kabupaten Sidoarjo berada di urutan kedua untuk kota/kabupaten dengan jumlah mobil terbanyak di Jawa 

Timur. Terdapat 1.410.120 di Kabupaten Malang, 1.143.192 di Kabupaten Banyuwangi, dan 1.023.327 di 

Kabupaten Kediri.  

Mengingat bahwa Surabaya adalah kota dengan jumlah kendaraan bermotor terbanyak di provinsi 

Jawa Timur, beberapa warganya secara alami menginginkan layanan publik, khususnya layanan Surat Izin 

Mengemudi (SIM), agar cepat dan efektif. Namun, memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) di Indonesia 

terkait dengan proses yang panjang, rumit, dan layanan yang kompleks (Wulan et al., 2023) Banyak orang 

mengeluhkan semakin rumitnya layanan Surat Izin Mengemudi (SIM). Menurut penelitian oleh (Paulani & 

Handayani, 2024) berjudul "Analisis Kualitas Pelayanan Prima di Instansi Kepolisian (Studi pada 

Kepolisian Daerah Lampung)," pelaksanaan di lapangan tampak berjalan lambat karena infrastruktur dan 

fasilitas yang buruk serta kualitas sumber daya manusia; oleh karena itu, perbaikan dianggap perlu. Antrian 

panjang tercipta dan sering tidak bisa diselesaikan dalam satu hari karena proses yang rumit dan pelayanan 

sumber daya manusia yang kurang memadai. Hal ini memberikan kesempatan bagi calo untuk 

mendapatkan keuntungan dengan menawarkan jasanya, dan banyak pelanggan lebih memilih 

menggunakan jasa calo untuk pengurusan SIM agar proses lebih cepat dan menghindari waktu tunggu 

yang lama. 

Beberapa unit kerja dan unit fungsional di dalam organisasi kepolisian telah memperkenalkan 

layanan kepolisian berbasis digital untuk mengatasi masalah ini. Sebelumnya, proses pelayanan dan 

penerbitan SIM masih dilakukan secara manual, termasuk penulisan dan percetakan yang masih 

menggunakan tulisan tangan maupun mesin ketik (Dimas Sulistiyo & Shihab, 2023). Kemudian pada tahun 

Jumlah Unit Kendaraan Bermotor Tertinggi 
Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Surabaya Sidoarjo Malang Banyuwangi Kediri

18,8 % 

41,9 % 

15,5% 
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2021, SATPAS Colombo Kota Surabaya mulai melaksanakan layanan SIM berbasis aplikasi Digital 

Korlantas. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kendala teknis seperti jaringan error dan sulit diakses 

(Mustikasari & Reviandani, 2024). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 

Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik harus diterapkan 

di lingkungan kepolisian guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik 

Indonesia serta memanfaatkan teknologi dan informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Aplikasi Digital Korlantas merupakan salah satu terobosan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 

pelayanan publik berbasis teknologi digital.  

Layanan Surat Izin Mengemudi Nasional Presisi (SINAR) untuk pengelolaan surat izin mengemudi 

(SIM), Samsat Digital Nasional (SIGNAL) untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor dan informasi 

jadwal SAMSAT keliling, Pusat Manajemen Lalu Lintas (NTMC) untuk layanan CCTV guna memantau 

kondisi lalu lintas, serta Layanan Administrasi Lalu Lintas Elektronik (ELTE) untuk pemberitahuan 

informasi E-Ticketing merupakan empat fitur layanan yang tersedia dalam aplikasi (Wulan et al., 2023). 

Namun, aplikasi Digital Korlantas saat ini hanya dapat digunakan dengan Layanan Surat Izin Mengemudi 

Nasional (SINAR) untuk memperpanjang surat izin mengemudi A dan C, fitur lainnya masih dalam 

pengembangan. Tujuan dari aplikasi digital Korlantas adalah untuk mempermudah proses perpanjangan 

SIM secara online. Surat izin mengemudi dapat dikirim langsung ke rumah pemohon, sehingga 

mengurangi antrean di kantor layanan dan mencegah biaya tidak sah dengan membuat proses menjadi 

lebih cepat dan sederhana (Alam & Purnamasari, 2024) 

Namun, walaupun penggunaan aplikasi digital korlantas memberikan manfaat seperti kecepatan dan 

transparansi dalam pelayanan, masih ada masalah yang muncul pada saat penerapannya. Seperti pelayanan 

yang membutuhan waktu beberapa hari. Hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan aplikasi digital korlantas 

yang membantu memberikah proses pelayaan yang mudah dan cepat. Oleh karena itu, penting untuk 

menelaah bagaimana tata kelola pelayanan yang dilakukan dan diberikan kepada masyarakat. Penerapan 

Agile Governance menjadi sangat relevan dalam menghadapi tantangan tersebut. (Luna et al., 2015) 

mendefinisikan Agile Governance sebagai  kemampuan masyarakat manusia untuk merasakan, mengadopsi, 

dan merespons perubahan di lingkungannya secara cepat dan berkelanjutan, melalui kombinasi 

terkoordinasi antara kemampuan Agile dan Lean dengan kemampuan tata kelola, untuk memberikan nilai 

lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah bagi bisnis inti mereka. Agile Governance dapat disebut juga 

pemerintah yang gesit. Pada awalnya paradigma agile digunakan oleh pengembang software untuk 

merujuk pada metode dan praktik pada bidang teknologi dan pelayanan digital yang lebih tanggap 

terhadap kebutuhan pelanggan (Suprastiyo et al., 2023). 

Tata kelola agile penting untuk digunakan dalam layanan SIM, terutama dalam perpanjangan SIM, 

mengingat permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya. Kata "agile" berkaitan dengan tuntutan 

organisasi, yang berarti bahwa birokrasi harus bertindak lebih cepat, fleksibel, dan adaptif untuk merespon 
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kesulitan global dalam penggunaan dan penerapan teknologi serta gejolak sosial, ekonomi, dan pasar. Tata 

kelola pemerintah yang agile berkaitan dengan prosedur dan strategi kerja yang dapat merespon kebutuhan 

masyarakat dengan cepat. Menurut (Purwanto, 2019) Agility memberikan peluang bagi para pengambil 

keputusan untuk memiliki fleksibilitas dan adaptasi dalam mempromosikan pendekatan-pendekatan baru 

untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya di tengah situasi yang Volatile, Uncertain, Complex dan 

Ambiguous. Dengan demikian, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Tata Kelola agile 

dalam pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi di SATPAS Colombo Kota Surabaya dengan 

mengacu pada teori Agile Governance dari (Purwanto, 2019) yang mencakup Value Proposition dan 

Agility Shift, karakter pemimpin yang siap menghadapi perubahan, Citizen Centric, serta Kemampuan 

Investasi Sumber Daya Manusia. 

Tingginya kebutuhan pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kota Surabaya tidak terlepas dari 

jumlah kendaraan bermotor yang terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, 

Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah dengan jumlah kendaraan bermotor tertinggi di Indonesia. 

Kondisi ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan SIM yang cepat, 

efektif, dan efisien. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah melakukan inovasi pelayanan melalui 

digitalisasi layanan publik, salah satunya melalui aplikasi Digital Korlantas. Transformasi pelayanan 

publik berbasis digital bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan serta mempermudah akses 

masyarakat dalam memperoleh pelayanan (Am’una & Hertati, 2023; Wulan et al., 2023). Namun demikian, 

implementasi layanan digital masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sistem dan kualitas 

sumber daya manusia dalam mendukung pelayanan (Paulani & Handayani, 2024). 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan 

secara mendalam terkait tata kelola agile dalam pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi di SATPAS 

Colombo Kota Surabaya. Desain penelitian ini digunkan untuk memperoleh pemahaman yang 

komprehensif mengenai proses pelayanan dan pendekatan yang dilakukan dalam pelayanan perpanjangan 

surat izin mengemudi di lokasi tersebut. Fokus utama dalam penelitian ini menganalisis model agile 

governance dengan merujuk pada teori Purwanto yang mencakup 4 aspek utama: 1) value proposition dan 

agility shift, 2) karakter pemimpin yang siap akann perubahan, 3) citizen centric, 4) kemampuan investasi 

sumber daya manusia. Penelitian ini melibatkan populasi yang terdiri dari pihak-pihak yang terlibat secara 

langsung dalam proses pelayanan, dengan pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. 

Tiga informan utama dalam penelitian inni adalah kepala BAMIN SATPAS Colombo Kota Surabaya, 

petugas pelayanan surat izin mengemudi bagian registrasi dan ajudikasi data, serta masyarakat yang 

melakukan perpanjangan surat izin mengemudi melalui aplikasi digital korlantas 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan tida cara yakni wawancara mendalam dengan 

informan, observasi langsung kegiatan pelayanan, serta dokumentasi mencakup arsip, laporan, dan 

dokumen lainnya. Data yang diperoleh meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui 



    
 

107 

 

wawancara dan observasi sedangkan data sekunder diperoleh melalui sumber dokumentasi seperti berita, 

arsip, dan jurnal yang berkaitan dengan  topik penelitian. Proses analisis data menggunakan model analisis 

kualitatif yang dikembangkan oleh (Miles et al., 2014) yang meliputi data collection (pengumpulan data), 

data condensation (kondensasi data), data display (penyajian data), conclusion drawing/verification 

(penarikan kesimpulan dan verifikasi). 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

  Menurut (Bazarah et al., 2021) layanan publik terdiri dari serangkaian aktivitas yang dilaksanakan 

oleh organisasi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan warga. SIM menjadi syarat penting 

yang untuk berkendara dan menjadi kebutuhan administratif masyarakat (Ishlahah & Oktariyanda, 2023). 

Transformasi pelayanan SIM di SATPAS Colombo Kota Surabaya tidak terjadi secara instan, melainkan 

melalui beberapa tahapan. Pada awalnya, pelayanan dilakukan secara manual, kemudian berkembang 

menjadi sistem berbasis teknologi melalui aplikasi KA-SIM, hingga akhirnya bertransformasi menjadi 

sistem pelayanan digital melalui aplikasi Digital Korlantas.Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran 

dari sistem pelayanan konvensional menuju sistem digital yang lebih adaptif dan fleksibel. Hal ini sejalan 

dengan konsep agile governance yang menekankan pada kemampuan organisasi dalam beradaptasi 

terhadap perubahan serta kebutuhan masyarakat (Purwanto, 2019). 

Value Proposition dan Agility Shift 

  Menurut (Osterwalder & Pigneur, 2014) Value Proporsition adalah nilai yang ditawarkan kepada 

penggunanya dapat berupa inovasi penawaran baru maupun penawaran yang sudah ada dengan fitur 

tambahan. Sedangkan Agility shift menurut (Alavi et al., 2014) adalah kemampuan dalam menangani dan 

menanggapi perubahan dengan adaptasi cepat terhadap perubahan dan kondisi lingkungan yang dinamis. 

Sedangkan untuk mengetahui agile governance dalam fokus value proposition menurut (Purwanto, 2019) 

yaitu birokrasi publik perlu merubah cara kerja birokrasi gaya lama ke cara kerja yang baru yang lebih 

terbuka, adaptif, dan responsif, mengubah upfront planning menjadi incremental planning, menetapkan dan 

memastikan kualitas produk layanan terjaga, dan mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala teknis dalam 

pelayanan. 

  Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan Kepala BAMIN SATPAS Colombo Kota 

Surabaya mendapatkan hasil bahwa pelayanan SIM berbasis aplikasi digital korlantas merubah cara kerja 

lama ke cara kerja baru. Sistem kerja sebelumnya hanya berbasis manual  berbasis kertas berubah menjadi 

digital berbasis aplikasi. 
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Tabel 1 Perbandingan Model Pelayanan SIM Tradisional dan Digital 

Fitur yang 

membedakan 

Model Tradisional Model Digital 

Waktu pelayanan Terdapat jadwal pelayanan 

sehingga waktu pelayanan 

terbatas. 

Masyarakat dapat melakukan 

permohonan kapan saja karena tidak 

ada jam pelayanan. 

Proses  Pemohon harus menyisihkan 

waktu datang ke Lokasi 

kantor pelayanan untuk 

melakukan permohonan 

perpanjangan SIM. 

Pemohon tidak perlu datang ke Lokasi 

kantor pelayanan. 

Durasi 

penyelesaian 

1 hari 3-7 hari (jika antrean di satpas 

mengalami lonjakan maka proses 

membutuhkan waktu yang lebih 

panjang) 

Metode 

pengambilan SIM 

Di Lokasi pelayanan  1. Pengiriman menggunakan POS 

indonesia 

2. Pengambilan sendiri di Lokasi 

SATPAS yang dipilih. 

      Sumber: data diolah oleh peneliti, 2025 

 

  Berdasarkan Tabel 1, kehadiran aplikasi Digital Korlantas dalam pelayanan perpanjangan SIM telah 

mengubah metode pelayanan dari sistem konvensional menjadi sistem digital. Perubahan ini memberikan 

kemudahan akses bagi masyarakat, khususnya dalam hal fleksibilitas waktu dan proses pelayanan. Namun 

demikian, durasi penyelesaian layanan masih dipengaruhi oleh jumlah antrean permohonan yang masuk ke 

sistem di masing-masing SATPAS. 

  Sejak awal dikeluarkan hingga sekarang ini SATPAS Colombo berusaha mempertahankan kualitas 

layanan dengan terus aktif memberikan layanan perpanjangan SIM melalui aplikasi digital korlantas dengan 

tidak pernah menolak adanya permohonan yang masuk. Sehingga, banyak masyarakat yang memilih 

SATPAS Colombo sebagai lokasi penerbitan SIM. Hal tersebut dapat dilihat melalui grafik produksi 

SIM melalui aplikasi digital korlantas di SATPAS Colombo selama tahun 2024 sebagai berikut: 

 

Produksi Perpanjangan SIM SINAR Aplikasi Digital 

Korlantas Tahun 2024 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

0 

SIM A SIM C 
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 Gambar. 2 Produksi perpanjangan SIM SINAR aplikasi digital korlantas 2024 

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025 

  Gambar grafik diatas menunjukan jumlah produksi SIM yang dihasilkan melalui layanan 

perpanjangan SIM berbasis aplikasi digital korlantas. Pelayanan SIM C menjadi pelayanan terbanyak 

dalam setahun terakhir. Rata-rata jumlah produksi SIM yang dihasilakan melalui layanan aplikasi digital 

korlanta mencapai 1000-2000 tiap bulan. Data tersebut menunjukan bahwa SATPAS Colombo tanggap dan 

handal dalam menentukan dan menetapkan kualitas produk layanan terjaga terbukti dengan jumlah 

produksi perpanjangan SIM melalui aplikasi digital korlantas yang mengalami peningkatan. Sehingga, 

pada fokus menentukan dan menetapkan kualitas produk layanan terjaga telah dilakukan. 

        Tabel 2 Integrasi dan Transformasi Layanan SIM Berbasis Digital 

Aspek Temuan Wawancara Kategori Interpretasi 

Integrasi layanan Sistem awal belum 

terintegrasi antar 

SATPAS 

Sistem lama Pelayanan masih terbatas 

pada lokasi penerbitan 

Tahap awal 
perubahan 

Integrasi dilakukan pada 
45 SATPAS di kota 

besar 

Incremental 
planning 

Transformasi dilakukan 
secara bertahap 

Pengembangan 

sistem 

Penerapan data center 

sejak 2015 

Integrasi sistem Mendukung 

keterhubungan antar 

wilayah 

Transformasi 

lanjutan 

Pembaharuan sistem 

tahun 2018 

Fleksibilitas 

layanan 

Perpanjangan SIM tidak 

terbatas domisili 

Digitalisasi 

layanan 

Implementasi SINAR 

tahun 2021 (54 

SATPAS) 

Inovasi digital Memperluas akses 

layanan berbasis aplikasi 

       Sumber: data diolah oleh peneliti, 2025 

  Dalam konteks perubahan dari upfront planning menuju incremental planning, hasil wawancara yang 

telah diolah pada Tabel 2 menunjukkan bahwa transformasi pelayanan SIM dilakukan secara bertahap. 

Pada tahap awal, sistem pelayanan belum terintegrasi antar SATPAS sehingga perpanjangan SIM hanya 

dapat dilakukan di lokasi penerbitan. Selanjutnya, integrasi mulai diterapkan pada 45 SATPAS di kota-

kota besar sebagai tahap awal transformasi. Pengembangan ini diperkuat dengan penerapan sistem data 

center pada tahun 2015 yang memungkinkan keterhubungan data antar wilayah. Transformasi yang lebih 

signifikan terjadi pada tahun 2018 melalui pembaruan sistem dan jaringan, sehingga pelayanan 

perpanjangan SIM dapat dilakukan tanpa batasan domisili. 

  Perkembangan tersebut kemudian diperkuat dengan implementasi layanan SINAR pada tahun 2021 

melalui aplikasi Digital Korlantas yang memperluas akses pelayanan hingga 54 SATPAS. Hal ini 

menunjukkan bahwa perubahan yang dilakukan tidak bersifat instan, melainkan melalui tahapan yang 

sistematis dan berkelanjutan. Selain itu, dalam upaya menjaga kualitas layanan, SATPAS Colombo secara 

konsisten menghadirkan pelayanan perpanjangan SIM berbasis aplikasi Digital Korlantas dengan 
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menerima seluruh permohonan yang masuk ke dalam sistem. Hal ini menunjukkan adanya komitmen 

dalam menjaga kualitas pelayanan publik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nabila Irdha Az-Zahra et 

al. (2024) yang menyatakan bahwa jaminan pelayanan melalui sistem aplikasi dan dukungan petugas 

mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital. 

  Untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala dalam pelayanan, SATPAS Colombo juga 

menyediakan layanan pengaduan yang dapat diakses secara langsung maupun melalui media digital. Hal 

ini menunjukkan adanya responsivitas dalam menangani permasalahan pelayanan yang dihadapi 

masyarakat. Meskipun demikian, implementasi sistem digital masih menghadapi kendala, khususnya 

dalam hal waktu penyelesaian layanan yang dipengaruhi oleh antrean permohonan. Namun demikian, 

penggunaan aplikasi Digital Korlantas tetap menjadi pilihan masyarakat dalam melakukan perpanjangan 

SIM. 

Karakter Pemimpin Yang Siap Akan Perubahan 

  Menurut (Purwanto, 2019), karakter pemimpin dalam agile governance dituntut untuk mampu 

menghadapi perubahan dengan memiliki visi yang jelas serta tujuan organisasi yang strategis. Selain itu, 

pemimpin juga perlu menyusun kebijakan yang adaptif dalam pengelolaan dan alokasi sumber daya. 

Berdasarkan hasil penelitian, kepemimpinan di SATPAS Colombo Kota Surabaya menunjukkan adanya 

upaya dalam menghadirkan pelayanan yang transparan dan humanis melalui berbagai inovasi layanan. 

 

Gambar 2 Lokasi Perpanjangan SIM di Surabaya 

Sumber: Dokumentasi instagram @satpascolombo_sby, 2025 

  Berdasarkan Gambar 2, terlihat bahwa pelayanan perpanjangan SIM di Kota Surabaya tidak hanya 

terpusat di SATPAS Colombo, tetapi juga tersedia di beberapa titik layanan seperti SIM Corner dan SIM 

Keliling (SIMLING). Penyebaran lokasi layanan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas 

masyarakat dalam memperoleh pelayanan secara lebih mudah dan efisien. 
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         Tabel. 3 Kepemimpinan dan Akses Pelayanan SIM 

Aspek Temuan Wawancara Kategori Interpretasi 

Visi 

kepemimpinan 

Pelayanan SIM yang 

transparan dan humanis 

Kepemimpinan 

strategis 

Menunjukkan arah dan 

tujuan organisasi yang 

jelas 

Inovasi layanan Penyediaan SIM Corner, 

SIMLING, dan layanan 

alternatif lainnya 

Adaptif terhadap 

perubahan 

Pemimpin responsif 

terhadap kebutuhan 

masyarakat 

Akses pelayanan Layanan tidak hanya 

terpusat di SATPAS 

Colombo 

Desentralisasi 

layanan 

Mempermudah 

jangkauan pelayanan 

Pengelolaan SDM Penempatan 2 petugas 

verifikator untuk layanan 

digital 

Manajemen SDM Belum optimal dalam 

mendukung beban kerja 

Dampak SDM Proses verifikasi 

dilakukan setelah 

pelayanan utama selesai 

Kendala operasional Menyebabkan 

keterlambatan pelayanan 

        Sumber: data diolah oleh peneliti, 2025 

  Berdasarkan Tabel 3, karakter kepemimpinan di SATPAS Colombo menunjukkan adanya orientasi 

pada visi pelayanan yang transparan dan humanis. Hal ini tercermin dari berbagai inovasi layanan yang 

dihadirkan, seperti SIM Corner dan SIM Keliling (SIMLING), yang bertujuan untuk meningkatkan 

aksesibilitas pelayanan bagi masyarakat. Inovasi tersebut menunjukkan bahwa pemimpin memiliki 

kemampuan adaptif dalam merespons perubahan serta kebutuhan masyarakat. 

  Selain itu, kepemimpinan yang diterapkan juga mengarah pada desentralisasi layanan, di mana 

pelayanan tidak hanya terpusat di SATPAS Colombo, tetapi juga tersedia di berbagai titik layanan lain. 

Hal ini sejalan dengan prinsip agile governance yang menekankan fleksibilitas dan kemudahan akses 

dalam pelayanan publik. Namun demikian, dalam aspek pengelolaan sumber daya manusia, masih 

ditemukan kendala terkait keterbatasan jumlah petugas dalam proses verifikasi layanan digital. 

Penempatan dua petugas verifikator belum mampu mengimbangi jumlah permohonan yang masuk, 

sehingga berdampak pada lamanya proses pelayanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun 

kepemimpinan telah adaptif dalam inovasi layanan, optimalisasi kebijakan terkait alokasi sumber daya 

manusia masih perlu ditingkatkan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nabila Irdha Az-Zahra et al. 

(2024) yang menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dapat menjadi hambatan dalam 

efektivitas pelayanan publik berbasis digital. 

  Selain itu, pemimpin harus merancang kebijakan yang adaptif terkait dengan pemanfaatan sumber 

daya, termasuk waktu dan tempat pengalokasiannya. Dari wawancara yang telah dilakukan, pemimpin 

SATPAS Colombo menempatkan dua orang staf untuk menangani layanan perpanjangan SIM melalui 

aplikasi digital korlantas. Namun, penempatan dua orang tersebut tidak cukup optimal untuk melakukan 

verifikasi data pemohon. Akibatnya, proses perpanjangan SIM melalui aplikasi digital korlantas 

memerlukan lebih banyak waktu karena adanya antrian. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh (Nabila 
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Irdha Az-Zahra et al., 2024) yang menunjukkan bahwa kurangnya petugas dapat menghambat proses 

pelayanan. Penelitian sebelumnya yang relevan juga menunjukkan bahwa pelayanan bisa terhambat jika 

jumlah petugas tidak memadai. Maka dari itu, perlu ada kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dalam 

proses pelayanan yang berlangsung. Citizen Centric. Citizen centric biasa disebut sebagai pendekatan yang 

berorientasi pada warga negara. Menurut purwanto penerapan citizen centric melalui penyusunan standar 

pelayanan yang bekerja sama dengan pemangku kepentingan dan juga menyusun strategi untuk menguasai 

perubahan dan ketidakpastian. 

  Dalam tata kelola pemerintahan, standar layanan gesit terkait dengan kerangka kerja yang 

memprioritaskan kemampuan beradaptasi, kecepatan, dan respons terhadap kebutuhan. Menurut (Purwanto, 

2019) penerapan citizen centric approach adalah penyusunan standar pelayanan dengan pemangku 

kepentingan. SATPAS Colombo melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan standar layanannya. 

Survei kepuasan publik terhadap layanan di SATPAS Colombo Kota Surabaya, digunakan untuk melibatkan 

masyarakat. Tujuan keterlibatan masyarakat dalam penetapan standar layanan adalah untuk memahami 

kebutuhan publik dalam manajemen layanan. 

  SATPAS Colombo tetap menyediakan layanan offline karena aplikasi digital Korlantas terbatas pada 

layanan perpanjangan SIM A dan SIM C. Untuk memenuhi permintaan layanan offline, SATPAS Colombo 

juga menawarkan fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat umum saat menerima layanan offline. 

Fasilitas ini termasuk area tunggu yang bersih dan nyaman, AC, Wi-Fi, dan layanan fotokopi gratis bagi 

pemohon SIM. Penyediaan fasilitas yang memadai bagi masyarakat sejalan dengan penelitian (Pangestu & 

Wibawani, 2024) yang menunjukkan bahwa infrastruktur dan sarana adalah faktor penting untuk 

keberhasilan pelayanan publik; tanpa adanya hal ini, kegiatan yang dilakukan tidak akan membuahkan 

hasil yang diharapkan.  

  Selain itu, strategi yang digunakan dalam menghadapi perubahan dan ketidakpastian pihak SATPAS 

Colombo melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya perubahan pelayanan yang ada. 

Sosialisasi tersebut dilakukan baik secara langsung antara petugas ke masyarakat yang sedang melakukan 

pelayanan di SATPAS maupun sosialisasi dilakukan melalui sosial media instagram sebaga sarana 

penyedia layanan informasi digital yang dapat menjangkau akses lebih luas. 
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                                              Gambar 3 Sosialisasi Pelayanan Digital 

                                              Sumber: Dokumentasi Internal SATPAS Colombo, 2025 

 

  Penerapan layanan berbasis aplikasi Digital Korlantas menunjukkan adanya peningkatan penggunaan 

layanan oleh masyarakat. Hal ini menandakan bahwa inovasi pelayanan publik berbasis digital mulai 

diterima oleh masyarakat sebagai alternatif pelayanan yang lebih praktis. Namun demikian, masih terdapat 

kendala dalam penggunaan layanan digital, terutama bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan 

teknologi. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat dapat 

memanfaatkan layanan secara optimal. Keterlibatan masyarakat dalam pelayanan publik menjadi faktor 

penting dalam mendukung keberhasilan inovasi pelayanan (Zahra et al., 2022). 

Kemampuan investasi sumber daya manusia 

  Menurut (Purwanto, 2019), kemampuan inovasi dalam agile governance menunjukkan kapasitas 

organisasi publik dalam mengembangkan dan mengadopsi pembaruan secara berkelanjutan. Hal ini 

mencakup kemampuan sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi, beradaptasi terhadap 

perubahan, serta menghasilkan inovasi layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. 

         Tabel 4. Kapasitas SDM dan Inovasi Pelayanan SIM di SATPAS Colombo 

Aspek Temuan Wawancara Kategori Interpretasi 

Adaptasi teknologi Petugas mampu 

mengoperasikan sistem 

Digital Korlantas 

Kompetensi teknis SDM mampu 

beradaptasi dengan 

sistem digital 

Pengembangan 

SDM 

Terdapat pelatihan 

penggunaan sistem 

digital 

Peningkatan 

kapasitas 

Mendukung proses 

transformasi layanan 

Stabilitas 

kompetensi 

Tidak ada pelatihan 

lanjutan karena petugas 

sudah terbiasa 

Efisiensi SDM Menunjukkan tingkat 

adaptasi yang cukup 

baik 

Inovasi layanan Pengembangan aplikasi 

SINAR 

Transformasi 

digital 

Mempermudah proses 

pelayanan 

Output pelayanan Indeks kepuasan 

masyarakat mencapai 98 

Kinerja layanan Menunjukkan 

keberhasilan inovasi 

pelayanan 

         Sumber: data diolah oleh peneliti, 2025 

 

  Kesiapan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan 

pelayanan digital. Berdasarkan hasil penelitian, belum terdapat pelatihan khusus bagi pegawai dalam 

mengoperasikan sistem Digital Korlantas. Pegawai dituntut untuk mampu beradaptasi secara mandiri 

dalam menjalankan pelayanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas sumber daya 
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manusia masih perlu ditingkatkan, terutama dalam menghadapi transformasi digital pelayanan publik. 

Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dapat berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat.   

  Berdasarkan Tabel di atas, kemampuan inovasi dalam pelayanan SIM di SATPAS Colombo 

menunjukkan bahwa sumber daya manusia telah mampu beradaptasi dengan transformasi digital melalui 

pemanfaatan aplikasi Digital Korlantas. Kemampuan petugas dalam mengoperasikan sistem serta adanya 

pelatihan yang diberikan menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan implementasi inovasi layanan. 

Selain itu, pengembangan inovasi seperti aplikasi SINAR menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inovasi ini tidak hanya mempermudah proses pelayanan, tetapi 

juga meningkatkan efisiensi serta aksesibilitas bagi masyarakat. 

  Namun demikian, tidak adanya pelatihan lanjutan dapat menjadi potensi kendala dalam jangka 

panjang, terutama jika terjadi pembaruan sistem atau teknologi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas 

sumber daya manusia secara berkelanjutan tetap diperlukan untuk menjaga kualitas pelayanan. Di sisi lain, 

tingginya indeks kepuasan masyarakat yang mencapai 98 menunjukkan bahwa inovasi pelayanan yang 

dilakukan telah memberikan dampak positif terhadap persepsi masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa 

kemampuan inovasi yang dimiliki oleh organisasi telah berjalan secara efektif dalam mendukung 

pelayanan publik yang berkualitas. 

 

Gambar 4 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan SIM di SATPAS Colombo 

           Sumber: Dokumentasi instagram @satpascolombo_sby  diolah penulis, 2025 

 

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa Di SATPAS Colombo indeks kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan yang diberikan mencapai angka 98. Hal ini menunjukan jika kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh petugas SATPAS Colombo sangat baik. Hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh 

(Tri Julianto Djatiutomo et al., 2023) yang menguraikan bahwa pendekatan dalam meningkatkan 

Indeks Kepuasan Masyarakat 
Pelayanan SIM SATPAS SATLANTAS POLRESTABES Kota 

Surabaya Pada Tahun 2024

98
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kemampuan karyawan untuk menjadi sumber daya manusia yang berbasis digital merupakan suatu langkah 

yang wajib diambil dengan menyesuaikan diri pada era Vuca dan revolusi industri 4. 0. Proses ini dapat 

dilaksanakan melalui pelatihan dan pengembangan di bidang digital dan aplikasi, transfer pengetahuan 

dalam teknologi, khususnya terkait dengan teknologi, perubahan budaya yang adaptif, dan penanaman visi 

tentang kepemimpinan digital. 

PENUTUP  

Sesuai dengan temuan dan pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya dengan judul “tata kelola 

Agile dalam pelayanan perpanjanagan surat izin mengemudi di SATPAS Colombo Kota Surabaya”, maka 

dapat disimpulkan pada fokus value proposition dan agility shift, berdasarkan hasil pembahasan yang telah 

disesuaikan dengan tujuan studi, dalam hal perubahan cara kerja lama ke cara kerja baru terdapat masalah 

terkait waktu penyelesaian dalam layanan aplikasi digital korlantas yang masih belum memuaskan. Dalam 

upaya untuk mengubah perencanaan awal menjadi perencanaan bertahap, hal ini sudah mencerminkan 

keberanian dalam perubahan, karena proses perpanjangan SIM dilakukan secara bertahap. Dalam 

menetapkan dan memastikan kualitas produk layanan, SATPAS Colombo telah menunjukkan ketepatan 

dengan tetap memberikan layanan tanpa menolak pemohon, sehingga jumlah produksi SIM melalui 

aplikasi digital korlantas dapat meningkat. Selain itu, dengan mengidentifikasi dan mengatasi masalah 

teknis dalam pelayanan, hal ini telah menunjukkan keberanian dalam beradaptasi, karena telah tersedia 

platform pengaduan baik secara daring maupun luring untuk mengetahui kendala dalam pelayanan. Pada 

fokus karakter pemimpin yang siap akan perubahan, Berdasarkan hasil pembahasan yang disesuaikan 

dengan tujuan studi, pemimpin SATPAS Colombo memiliki pandangan yang jelas dan berorientasi pada 

tujuan strategis serta perkembangan terkini untuk organisasi. Hal ini dapat dilihat dari usaha pimpinan 

dalam memberikan layanan yang sesuai dengan visinya. Namun, dalam aspek kebijakan mengenai 

pemanfaatan sumber daya manusia masih terdapat masalah karena adanya tumpang tindih tugas, di mana 

dua orang pegawai verifikator data pemohon melalui aplikasi digital korlantas diambil dari petugas 

registrasi di SATPAS. Proses verifikasi data hanya dapat dilakukan setelah layanan di SATPAS selesai, 

sehingga diperlukan adanya SOP dan tambahan pegawai untuk tugas verifikasi data. Pada fokus citizen 

centric dapat dikatakan agility, karena standar pelayanan yang diberlakukan lebih memperhatikan 

kepentingan masyarakat. Di samping itu, satpas colombo juga telah melaksanakan penyuluhan sebagai 

upaya kepada masyarakat untuk siap menghadapi perubahan dan situasi yang tak menentu. Pada fokus 

kemampuan investasi sumber daya manusia dapat dikatakan sudah agility, Kemampuan investasi dalam 

sumber daya manusia untuk teknologi telah dilaksanakan melalui pelatihan yang diberikan kepada 

karyawan. Pelatihan ini bertujuan untuk memperbaiki pelayanan karyawan terhadap inovasi yang baru dan 

meningkatkan keterampilan karyawan dalam memberikan pelayanan. Di samping itu, keterampilan 

karyawan dapat dihubungkan dengan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang menunjukkan 

hasil positif. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan menunjukkan bahwa karyawan sudah terampil 

dalam menjalankan tugas mereka. 
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